SALINAN .

¢ Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  0225/0/1995

TENTANG

l’E.\'GI.\'TEGRASIAN'l’iIO_GII;\hI PENDIDIKAN SEKOLAI GURU

PENDIDIKAN LUAR BIASA (SGPLB) KIE DALAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA IKIP

1 —
- .

“ DAN FKIP UNIVERSITAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAN,

bahwa pengadaan guru pada Jenjang pendidikan dasar dan
menengah pada dasarnya  diselenggarakan  melalui lembaga
pendldikan tenaga keguruan yang discelenggarakan oleh perguruan
tinggl;

bahwa Sckolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) merupakan
satuan pendidikan yang menyelenggaralkan pendidilkan di atay
pendidikan menengah yang mendidik calon guru satuan pendidikan

~luar biasa;

Dahwa sehubungan dengan butir w dan b dipandang perlu
mengintegrasikan program pendidikan SGPLB ke dalam Program
Pendidikan Luar Biasa pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri.

Undang-undang Nomor 2 l.lhun 1989:
Peraturan l’cmclmt.lh

. e \omcn 128 Tahun 1990;

“h. Nomor-29 Tahun 1990;

T ¢, Nomor 30 Tahun 1990;

d.  Nomor 38 Tahun 1992; rFal

Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor dd Tahun 19743

D.  Nomor 13 Tahun 1984 yang telah beberapa kali biubah teralkhin,
dengan eputus: w Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
19934 .

c. Nomor )6/.‘\1 Tahun 1993,

.+ Keutusan Menter Pendidikan dan Kebudayaan:

2. Nomor 0268/0/1978;
b. - Nomor 0222h/0/1980;
¢, Nomor 0222¢/0/1980;
d.  Nomor 0172/0/1983;
¢, Nomor 0173/0/1983;
. Nomor 064/0/1987;
g. Nomor 0854/0/198Y,
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feniperhatikan

fenctaphkan

¢ Persetujuan Menterl Negara Pendayagunaan Apni'ulur Negara dalam
suratnya Nomor B-783/1/95 tanggal 10 Jull. 1995,

TLPLIE

“NEMUTUSKAN :

¢ PENGINTEGRASIAN PROGRAN PENDIDIKAN SEKOLAN GURU
PENDIDIKAN LUAR BIASA (SGPLB) Kl DALANM PROGRANMI

PENDIDIKAN LUAR BIASA PADA IKIP DAN FKIP UNIVERSITAS
NEGERI .

CPasal |l

(1) Mengintegrasikan  program pendidikan SGPLB Negeri Padang,
Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang ke
dalam Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) pada IKIP dan Fakultas
Keguruan dan lhmu Pendidikan Universitas Negeri sebagaimana
tereantum dalam lampivan Keputusan Ini.

(3) Pengelolaan program pendidikan SGPLD yang diintegrasikan ke dalam .
program PLB scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan dari
Dircktorat Jenderal Pendidikan Dasar -dan Menengah . kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl.

Pasal 2

Sarana tanah, gedung, peralatan dan sarana dan prasarana lainnya dari
SGPLB Negerl Padang, Bandung, Surakarta, Yopyakarta, Surabaya. dan
LUjung Pandang diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Dirveltorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

}"nsal 3
(1) Guru SGPLB Negerl yang memenuhi syarat dapat dlalihkan menjadi

Dosen pada IKIP Negeri atau FKIP Universitas  Negeri atau
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

(2) Syarat scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : J
a.' Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang studi pendidikan fuar
biasa; '
b. Usia bagl yang berpangkat/golongan: :
1. Pembina/Gol, TV/a ke atas maksimal 60 tahun:
2, Penata Tk, V/Gol, 11/d maksimal 52 tahun:
O Penata/Gol, /e maksimal 48 tahung
4, Penata Muada TK.U/Gol, 111/ maksimal 45 ahun;
.z, Penata Muda/Gol Tl malesimal 43 tahun,’

¢, Jenjang jabatan l'unp,sionn\ Dosen  ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, setingi-tingginya Lektors
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d.  Khusus untulk penetapan angka kredit dan penganglatan dalam
jabatan dosen dalam rangka alile tugas sehapgaimana dimalksud
dalam ayat (1), diatur sehagal herilut
1) sampai dengan Lektor Madya  ditetapkan aleh Divektur
Jenderal Pendidikan Tingpis ‘ '
2)  Lektor ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan [Cehudayaan.

Pasal 4

(1) Pangkat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) butir ¢ dan d
ditetapkan berdasarkan keadaan pada tangpal | April 1998 dan alih
tugas darl guru menjudi dosen ditetaplan terhitung mulai tanggal 1
Jull 1995,

(2) Guru SGPLB Negerl yang berkualifikasi pendidilan Pasca Sarjana
(S2). dapat diterima sebagai dosen pada lembaga pendidikan tenaga
keguruan (LPTK) negeri, sesual dengan keperluan pada LPTIC yang
bersangkutan. ' ) '

(3) Guru SGPLB Negerl yang berkualifikasi pendidikan Sarjana hukan
dari LPTK (Ilmu muini) dan mempunyal Indek Prestasi (I1) minimal
2,50 (dua koma lma puluh) seria memperoleh relcomendasl dari
Kopertis dan penyelenpgara perguruan (ingpi swasta dapal dialihlkan
menjadi dosen dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta yang
bersangkutan,

(4) Guru SGPLB Negerl yang tidak termasuk dalam  ketentuan
~ sehagalmana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dan berkualifikasi pendidikan Sarjana dari LPTK Kependidilan,
Sarjana Muda/DUT/AIL  dan lain-lain, proses penempatannyi
dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang terkait untulk ditugaskan
scbagai guru, pengawas, atau widjmisu".u".\. atau diusulkan untult
-pensiun.

(%) Tenagn ndmnls't:fnsl dan tenaga lainnya yang ¢elama Inl bekerja pada
SGPLB Negeri, sebagian dapat ditugaskan pada LPTK legeri atau di
lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggl dan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan inly :

Pasal 6
Penylmpangan atas Keputusan inl ditetapkan oleh NMenterl Pendldikan dan

Kebudayaan setelah mendapat persetujuan Menterfyang bertanggungjawab
di bidang pendayagunaan aparatlur negara.

101




PPasal 7 §

Semua ketentuan yang bertentiangan dengan Keputusan ini dinvatakan
tidak berlaku.

e gy

Pasal 8

Keputusan Ini mulal berlaku pada tanggal 1 Juli 1998,

Ditetapkan dl Jakarta
© pada tanggal 28 Juli 1995
'MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- tt(i.

Prof.Dr.-Ing, Wardlman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

L. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Dircktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebadayaan,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,

6. Semua Sckretaris Dircktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

8. Semua Relctor;UniversilaslinsliluUKctun Sckolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik
di Ingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Semua Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I di Propinsi,

10. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

I1. Badan Pemeriksa Keuangan,

. 12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

13, Komisl,IN DPR-RI,

[P S SV iy 8 ]

> Salinan sesual dengan aslinya

© Biro Hukum can Hubungan Masyarakat

* Deparjemen 'l’undidiknn dan Kebudayaan

£~ Ropald™Bagian Penyusunan Rancangan

£ verfurgn Perundang-undangan, : :

e lilrir N
- ‘AA,’(}

\Mardiyar E
-N1P7130344753

g
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L A cgdls e,
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ZSALINAN
LA\IPIR:\\ KEPUTUSAN MENTER! I’LNDI])II(AN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0225/0/1998 TANGGAL 28 JULI 1995

o NADMA Program PLB/PGSLE Lolkasi

L. SGPLDB Negeri Padang IKIP Padang Padang

> 8 SGPLB Negeri Bandung IKIP Bandung Bandung ‘
3. »SGI’LB Negerl Sm nkmt.\ FIKKIP UNS Surakarta

4. SGPLB \c;,c:l Yog,\ nlcmm IKIP Yogyakarta Yogyalarta

5. SGPLB \'egell Sumb’nn IKIP Surabaya Surabaya

0. SGPLB \‘cgcrl Ujung Pandang IKIP Ujung Pandang Ujung Pandang

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tte.

- Prof. DI'-.-'lllg. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesual dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
I’cxat ran Perundang- undnngnn,
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